Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI NUNUKAN,

bahwa perkembangan arus lalu lintas kapa#isiangai dalam
wilayah Kabupaten Nunukan dewasa ini semakin reofaai
padat, maka perlu diadakan pengaturan dan pengawasg
optimal;

bahwa pengaturan dan pengawasan yang optimal nkampa
suatu keharusan untuk dipenuhi dalam rangka mexeapt
dan mewujudkan tertib lalu lintas dan tertib adstiraisi;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PerhubungambRlep
Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggara
Angkutan Penyebrangan dan Keputusan Menteri Perngaou
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pesaterint
Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kelancarannget@n
intra dan/atau moda transportasi, pusat kegiatdayaen,
dan pusat distribusi dan konsolidasi barang;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah hdiuba
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten
mempunyai  kewenangan untuk mengatur dibidang
kepelabuhanan;

bahwa untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan ya
optimal dan berkelanjutan bagi pelayanan PelabKepal
yang tambat, perlu ditetapkan mengenai retributayp@an
jasa kepelabuhanan;



Mengingat

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu seltaber
Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dauruf f,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangbKlitadang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadlom

3439);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik iadia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telabati
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMomo
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesimdxo
4048);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembamtuk
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, KabupateraiKut
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lanain
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Begar
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu¥ 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Pamatur
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tah0s 20



10.

11.

12.

13.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahara®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMomo
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmdxo
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tgntan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik medta
Tahun 2001 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegarabRepu
Indonesia Tahun 2000 nomor 27, Tambahan Lembargarise
Republik Indonesia Nomor 3940);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatripBR&
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuii 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tgntan
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonessiau i
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 0Gnraao1
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kalbempa
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan TahQh 20
Nomor 06 Seri D Nomor 06);



Menetapkan

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Nunukan.

Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dantao
Bontang sebagaimana telah diubah dengan UndangAgnda
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Bupati adalah Bupati Nunukan.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebuRIDP
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nunukan.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kalmupate
Nunukan.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang tertént
bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundadgngan
yang berlaku.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten
Nunukan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, persiaioaga,
Badan Usaha Milik Negara atau Firma, Kongsi, Kopera
Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, mmsaun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.

Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, untuk seiga;
disingkat PBKP adalah Pembantu Bendaharawan Khusus
Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan goapun
yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga atgin
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung yan
dinamis, kendaraan air dibawah permukaan air, saldha
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindatabpi

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daraaarpdrairan
disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagapate
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, bérlaiaik
turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaram d
kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan denga
menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, dparan
dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebihsdéx
pelabuhan kepelabuhan lain, yang diselenggarakah ol
perusahaan angkutan laut.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkiaitgyan
kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatanyéai
dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus laluslikégal,
penumpang dan/atau barang keselamatan berlayata ser
tempat perpindahan intra dan /atau antar moda serta
mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yamguhe
kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai daatd

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang uhenur
kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyebenanga

Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputkiaiag
laut, angkutan sungai dan danau dan angkutan peraredan.



